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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
TAHUN 2013 NOMOR 7 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
NOMOR 7 TAHUN 2013 

TENTANG
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2013
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI WAY KANAN, 

Menimbang a. bahwa dengan perkembangan yang tidak ses uai dengan 
asumsi kebijakan umum APBD. keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis 
belanja maka dipandang perlu dilakukan perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2013; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2013; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 
Kotarnadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Incloensia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahun Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang..... 



5.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4421); 

6.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpu olik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4438\; 

8.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200 11 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5234); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4416) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4712 ); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 ieritang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No 4585); 

14. Peraturan .... 



14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Penerapan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No 4614); 

Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2CJ07 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Dacrah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4727); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576); 

Pcraturan Pemerintah Nomor 7] Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5219); 

Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Nornor 5272): 

Peraturan Presiden Nornor 10 Tahun 2013 tentang Dana 
Alokasi Dana Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten(Kota 
Tahun Anggaran 2013; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Kcuangan dan Kine rja Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomoI' 4614); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan. Daera~ 
sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhlr 
deng~m Peraturan Menteri Dalam Negeri ~omor 21 Tahun 
2011, (Berita Negara Republik IndonesIa Tahun 2011 

Nomor 310); 
Peraturan lVlenteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 20 ~ \ 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bdntu~n SOSla 
Yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan Belanja .Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Da~:~ 
Nezeri Nomor 39 Tahun 2012, (Benta Negara Repu 1 

lndonesia Tagun 2011 Nomor 540); 

24. Peraturan .... 



24.	 Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nornor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 508) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Dalam Negeri Nornor 16 Tahun 2013 (Bcrita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 146): 

25.	 Peraturan Menteri Keuangan Nornor 201/ PMK.07 2012 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus 
Tahun Anggaran 2013; 

26.	 Peraturan Menteri Keuangan Nornor 44/ PMK.U7 /2013 
tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai 
Tembakau Tahun Anggaran 2013; 

27.	 Peraturan Menteri Keuangan Nornor 41/PMK.07/2013 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi 
Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah 
Provin si, Kabupaten, Kota Tahun Anggaran 2013: 

28.	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nornor 
42/P:vIK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi 
Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil 
Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten , Kota Tahun 
Anggaran 2013; 

29.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Way Kanan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Nornor 122); 

30.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 3 Tahun 
2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kan.an 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wav 
Kanan Nornor 123); 

31.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 
2008 ientang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupatcn 
Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nornor 124); 

32.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way' 
Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 
2008 NOlTIOr 5, Tambahan Lcrribaran Daerah Kab'upaten 
Way Kanan Nomor 125); 

33.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan 
Kabupatcn Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Tahun 2008 Nornor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nornor 126); 

34. Peraturan ..... 



Menetapkan 

34.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136): 

35.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 9); 

Dengan Persetujuan Bersarna 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERi\.H 
KABUPATEN WAY KANA:'J 

dan 

BUPATI WAY KANAN 

PERATURAN 
PENDAPATAN 
2013. 

MEMUTUSKAN: 

DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 
ANGGARAN 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 
scrnula berjum1ah Rp. 798.407.434.960,00 bertarnbah sejurnlah 
Rp. 47.266.230.351,60 sehingga menjadi Rp.849.473. 665.311,60 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan 

1. Sernula Rp. 783.407.434.960,00 
2.	 Bertambah Rp. 11.672.969.652,OU 
.Iurnlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 794.880.404.612,00 

b. Be1anja 

1. Semula Rp. 798.407.434.960,00 
2. Bertambah Rp. 51.066.230.351,60 

Rp. 849.473.665.311,60
Jum1ah Belanja setelah Perubalan1 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan 
22.500.000.000,00a) Semu1a Rp. 

b): Bertambah Rp. 39.593.260699,60 62.u93.260.699,6URp.
Jum1ah Penerimaan Pembiayaan setelab 

Perubahan 

2. Pengeluaran 
7.500.000. 000,00

a). Semula Rp. 
~ b). Bertambah Rp.	 Rp. 7.500.000.000,00

Pembiayaan setelahJumlah Pengeluaran 
Perubahan 

Jumlah ..... 



Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 54.593.260.700,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp. 0,00 
berkenaan 

Pasa12 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal terdiri 
dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Semula Rp. 15.908.500.000,00 
2. Bertarnbah Rp. 7.555.000.000,00 
Jumlah Pendapatan Ash Daerah setelah Rp. 23.463.500.000,00 
Perubahan 

b. Dana Perimbangan 

1. Semula Rp. 643.878.<')34.960,00 
2. Bertambah Rp 3.836.171.939,00 
Jumlah Dana Perimbangan setelah Rp.647. 715.1 06.899,00 
Perubahan 

c. Lain-lain pcndapatan yang sah 

1. Semula Rp. 123.620.000.000,00 
2. Bertambah Rp. 81. 797 .713,00 __ 
Jumlah Lain-lain pendapatan yang Rp.123. 701. 797 .713,UO 
sah 
setelah Perubahan 

(2j Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a terdiri dari jeriis pendapatan 

a. Pajak Daerah 

1. Semula Rp. 6.348.500.000,00
 
2. Berkurang Rp. (691.000.000,00;
 
Jumlah Pajak daerah sctelah Perubahan Rp. 5.657.500.000,00
 

b. Retribusi Daerah 

1. Semula Rp, 3.940.000.000,00 
2. Bertambah Rp. 7.275.000.000~~ 
Jumlah Retribusi Daerah setelah Rp. 11.215.000.00u,uu 
Perubahan 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

1. Semula Rp. 1.360.000.000,00 
2. Bertambah Rp. 277.000.0oo,og 
.Jumlah PengeloJaan Kekayaan Daerah Rp. 1.637.000.000.00 

Setelah Perubahan 

d. Lain-lain PAD yang sah 

1. Semula Rp. 4.260.000.000,00 
2. Bertambah Rp. 694.000.000,00 
Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah Rp. 4.954.000.000,00 

Perubahan 

(3) Dana .. 



(3)	 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari jenis 

a. Pendapatan 

1.	 Dana Bagi Hasi1 

1). Semu1a Rp. 41.728.428.960.00 
2). Bertambah Rp. 3.836.171.939,00 
Jum1ah Dana Bagi Hasi1 Rp. 45.564.600.899,00 
setelah Perubahan 

b. Dana Alokasi Umum 

1). Semula Rp. 517.219.746.000,00 
2). Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Dana Alokasi Rp. 517.219.746.000,00 
Urrium setelah Perubahan 

c. Dana Alokasi Khusus 

1). Semula Rp. 84.930.760.000,00 
2). Bertambah Rp.___ 0,00 

Jumlah Dana Alokasi Rp. 84.930.760.000,00 
Khusus setelah Perubahan 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jeriis 
pendapatan 

a. Hibah 

1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah Rp. 0,00--"'-~--

Jumlah Hibah Rp. 0,00 

setelah Perubahan 

b. Dana Darurat 
0,00Rp.1. Semula 0,00

2. Bertambah	 Rp. _-------::-~~
0,00setelah Rp.Jumlah Dana darurat 

Perubahan 

c. Dana bagi hasil pajak 
0;4.120.000.000,00Rp. v

1. Semula Rp. (4.932.166.399.00L 
2. Berkurang 49.187.833.601,00Rp.Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak 
setelah Pcrubahan 

d. Dana ..... 



d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Kh u s us 

1.	 Semula Rp. 69.500.000.000,00 
5.01396:1- 112,002. Bertambah Rp. ~~J,L...L~~~....LW+,",-,.!-

Jumlah Dana Penyesuaian dan Rp. 74.513.964.112,00 
Otsus sete1ah Perubahan 

e. Dana Bantuan Keuangan dari Propin si atau Pcrnerin tah 
Lainnya 

1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Dana Bantuan 
Keuangan dari Provinsi atau 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

0,00 
0,00 
0,00 

pemerintah daerah lainnya 

f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang 3ah 

1. Semula	 Rp. 0,00 
2. Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah lain-lain Pendapatan Rp. 0,00 
Daerah 3ete1ah Perubahan 

Pasa13 

(1)	 Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud pacta ayat (1) 
terdiri dari: 

a.	 Belanja Tidak Langsung 

1. 3emula	 Rp. 460.087.680.085,00 
2.	 Bertambah Rp. 2.275.014.616,60 
Jumlah Belanja Tidak Rp. 462.362.694.501,60 
Langsung setelah Perubaha: 

b.	 Belanja Langsung 

1. Semula	 Rp. 338.319.754.875.00 
2. Bertambah Rp. 48.791.215.925~,~ 

Jumlah Belanja Rp. 387.110.970.810,00 
Langsung setelah 
Perubahan 

(2)	 Belanja tidak 1angsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis bclanja 

a.	 Belanja pegawai 

1. Semula	 Rp. 420.298.180.085,00 
2. Bertambah Rp. 2.275.014.416,60 
Jumlah Belanja Rp. 422.573.194.501,60 
Pegawai setelah Perubahan 

b. Belanja..... 

http:48.791.215.925


b, Belanja pegawai 

1, Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Belanja 
Bunga setelah Perubahan 

c. Belanja Subsidi 

1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Belanja 
Subsidi setelah Perubahan 

d. Belanja Hibah 

1. Semula 
:2. Bertambah 
.Jurnlah Bantuan 
Hibah setelah Perubahan 

e. Bantuan Sosial 

1. Scmula 
2. Bertambah 
Jumlah Bantuan 
sosial setelah Perubahan 

f.	 Belanja Bagi Hasil 

1. Semula 
2.	 Bertambah 
Jumlah Belanja 
Bagi Hasil setelah Perubaha 

g.	 Belanja Bantuan Keuangan 

1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Belanja 
Bantuan Keuangan setelah 
Perubahan 

h.	 Belanja tak terduga 

1. Sernula 
2. Bertambah 
Jumlah Belanja 
Tak Terduga setelah 
Perubahan 

Rp. 
Rp.
 
Rp.
 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp, 
Rp, 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

0,00 
0,00_ 
0,00 

0,00
 
0,00
 
0,00 

7.789.500.000,00 
1.500.000.000,00 
9.289.500.000,00 

9.000.000.000,00 
(1.500.000.000,00) 
7.500.000. 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

22.000.000.000,00 
O.OCJ 

22.000.000.000,00 

1.000.000.000,00 
0,00 

1.000.000.000,00 

(3)	 Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari jenis belanja 

a. Belanja ..... 



a. Belanja Pegawai 

1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Belanja 
Pegawai setelah Perubahan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

32.803.134.050,00 
( 2.051.889.850,00) 
30.751.244200,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1. Semu1a 
2. Bertambah 
Jumlah Belanja 
Barang dan Jasa sete1ah 
Perubahan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

130.435.175.bOO,OO 
15.703.850.500,00 

146.139.026.300,00 

c.	 Belanja Modal 

1. Semu1a	 Rp. 175.O(S1445.025,00 
2. Bertambah Rp. 35.139.255.285,00 
Jumlah Belanja Rp. 210.220.700.310,00 
Modal setelah Perubahan 

Pasa14 

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 terdiri dari: 

a,	 Penerimaan 

1. Semula Rp. 22.500.000.000,00 
'2. Bertambah Rp. 39.593.260.699,60 
Jumlah Penerimaan Rp. 62.093.260.699,60 
Pembiayaaan setelah 
Perubahan 

b.	 Pengeluaran 

1. Semula	 Rp. 7.500.000.000,00 
2. Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah Penenmaan Rp. 7.500.000,000,00 
Pembiayaaan setelah 
Perubahan 

(2)	 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
tcrdiri dari jenis pembiayaa.n: 

a.	 SiLPA tahun anggaran sebelurnnya 

Rp. 7.500.000000,001. Semula 
2.	 Bertambah Rp. 54.593.260.699,60 
Jum1ah Penerimaan Rp. 62.093.260.699,60 

Pembiayaaan setclah 
Perubahan 

b.	 Pencairan . , 



b. Pencairan Dana Cadangan 

1. Semula 
2. Bertambah 
Jurnlah Pcncairan Dana 

Rp. 
Rp. 
Rp. 0,00 

0,00 
0,00 

Cadangan 

c.	 Hasil Penjualan Kekavaan Daerah yang dipisahkan 

1. Sernula	 Rp. 0,00 
2. Bertambah Rp. _______ O,QL _ 
.Jumlah Hasil Kekayaan Rp. 0,00 
Daerah setelah perubahan 

d.	 Penerimaan Pinjaman 

1. Semula	 Rp. 15.000.000.000,00 
2. Berkurang	 Rp. ~5.000.000.000,OOI 

-~._.~--

J umlah Penerimaan Rp. 0,00 
Pinjaman setelah 
Perubahan 

e.	 Penerimaan kembali Pinjaman 

1.	 Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah Rp. __0,00__ 
.Jurnlah Penerimaan Rp. 0,00 
Kern bali Pinjarnan 
setelah perubahan 

f. Penerimaan Piutang 

1. Semula	 Rp. 0,00 
2. Bertambah Rp. 0,00 
.Jumlah Penerimaan Piutang Rp. 0,00 
sctelah Perubahan 

(3)	 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. Pembentukan Dana Cadangan 

1. Semula Rp. 0,00 
0,002. Bertambah	 Rp. ~~~ -----'__ 
0,00Jumlah Pembentukan Rp.
 

dana cadangan
 
sebelumnya setelah Perubahan
 

b. Pcnyertaan Moda.l 

Rp. 2.500.000.000,001. Semula 
0,00Rp.2. Bertambah 

Rp. 2.500.000.000,00.Jumlah Pcnyertaan
 
Modal setelah Perubahan
 

c. Pernbayaran ... 



c. Pembayaran pokok utang 

1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Pembayaran 
Pokok Utang setelah 
Perubahan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

5.000.000.000,00 
0,00 

5.000.000.000,00 

d. Pemberian Pinjaman 

1.	 Scmula Rp. 0,00 
2. Bertambah Rp. 0,00 
.Jumlah Pencrimaan Rp. 0,00 
Pinjaman setelah Perubahan 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, 
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 
2.	 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 
3.	 Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD. Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

4.	 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi. 
Program dan Kegiatan; 

5.	 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Ur usan Pcmenntahan 
Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

6.	 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 
Golongan dan Per Jabatan; 

7.	 Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran 
sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan 
kembali dalam tahun anggaran ini: 

8.	 Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang ~erubahan 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanp Daerab 
sebagai landasan operasional pe]aksanaan. 

Pasal 7 .... 



Pasal 7 

Peraturan Daerah iru mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan
 
pengundangan Peraturan Daerah 1111 dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Way Kanan. 

Ditetapkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal 27 September 2013 

BUPATI WAY KANAN, 

Dto, 

BUSTAMI ZAINUDIN 

Diundangkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal 27 September 2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, 

Dto, 

BUSTAM HADORI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WA KANAN TAHUN 2013 NOMOR 7 

Disalin ses 
KEPALA 

BAKH 

NIP. 19621 

a dengan aslinva 
A IAN HUKUM, 

\. 

L S.H. M.M. 
cmbina 
15 198101 1 001 




